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ABSTRACT

Dmplementation of regional antonomy in Indonesia provides the right and authority for the government to explore its
potential and improve its financial performance to meet the needs and services. This study was to observe the effect of the
independent variable is econonic growth that is proxied by the PDRB, the original income (PAD) and the number of
population on the dependent variable is the Special Allocation Fund (DAK) in Ambon City, Central Maluku and
Southeast Malukn regency in Malukn province from the year 2003-2013. the method used in this research is panel
data regression. The results showed that there is significant influence of the independent variable, economic growth is
proxted by the PDRB, revenne (PAD) and the number of population on the amount of central government assistance
in the form of general allocation funds in Ambon City, Central Malukn and Southeast Malukn District in the

Province Maluken.
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PENDAHULUAN

Pembangunan  dipandang  sebagai  suatu  proses
mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan
institusiHnstitusi nasional, di samping tetap mengejar
aksclerasi  pertumbuhan  ekonomi,  penanganan
ketimpangan pendapatan antar daerah, serta pengentasan
kemiskinan. Pada hakekamya, pembangunan harus
mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau
mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan
individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada
di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi
kehidupan yang setba “lebih bak”, secara matetial
maupun spititual.

Sedangkan Pembangunan Daerah merupakan suatu
proses di mana Pemetintah Daerah dan masyarakatnya
mengelola  sumberdaya-sumberdaya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah
Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu
lapangan kerja baru dan merangsang petkembangan
kegtatan ekonomi dan atau pertumbuhan ekonomi dalam
wilayah tersebut. Tujuan utama dan setiap upaya
Pembangunan Daerah  adalah untuk  meningkatkan
jumiah dan jenis peluang kefja untuk masyarakat daerah

(Arsyad Lincolin, 1999).

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan
ekonomi daetah tersebut, maka Pemetintah Daerah hatus
diberikan kebebasan untuk bertindak sebagai koordinator
sckaligus fasilitator utama sesuai fungsi dan perannya
dalam menetapkan setiap kebijakan dan atau strategf-
strategl baru bagi pembangunan di daerah. Hal ini sangat
dibutuhkan mengingat sejak masa orde baru seluruh
petencanaan  Pembangunan Daerah  tetkesan  cukup
sentralistk sehingea kadang hasil-hasil pembangunan di
daerah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan
kewajban daerah otonom untuk mengatur dan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia
tentang Otonomi Daerah merupakan  kebijakan yang
dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek
desentralisasi yang sesungguhnya dan desentralisasi itu
sendii mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan
kescjahteraan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,
pengembangan  kehidupan  berdemokrasi,  keadilan,
pemetataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi
antara emerintah Pusat dan Pemetintah Daerah dan antar
daerah (Mutiara Maimunah 2000).
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Pertumbuhan ~ ekonomi  terkait emat  dengan
peninglatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan
Produk Domestk Bruto (PDB) untuk nasional dan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah.
Dalam hal ini perekonomian dikatakan tumbuh dan
betkembang bila mengalami  pertumbuhan  atau
petkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai
lebih tinggt dari waktu sebelumnya atau petkembangan
yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar
pada tahun — tahun berkutya (adanya pertumbuhan
anjprf). Perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun bukan
saja disebabkan oleh perubahan tingkat kegfatan ekonomi
tetapi juga oleh kenaikan harga-harga.

Oleh karema itu, pengaruh perubahan harga-harea
tethadap nilai PDRB selama tahun peneliian harus
dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung
PDRB menurut harga konstan (PDRB ill). Di mana,
PDRB il berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar
2000. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan
memberikan spinit kepada pemerintah dan masyarakat
untuk melakukan pembangunan  ekonomi - dengan
mengelola segala potensi sumber daya sehingga dapat
kegiatan ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB).

Hal ini, menggambarkan bahwa pertumbuhan
ekonomi tak teflepas dati peran penduduk. Dimana ketika
suatu daerah memiliki jumlah penduduk  banyak
didentifikasi adanya aktivitas ekonomi yang tefjadi lebih
besar dibandingkan dengan daerah yang hanya memiliki
sedikit jumlah penduduk.

Idealnya, untuk menjaga tingkat kepercayaan publik
tethadap befjalannya sebuah Pemerintahan Daerah yang
baik (Good Governanee), maka sudah seharusnya Pemertintah
Daerah mengalokasikan belanja daerah bagi kepentingan
publik khususnya belanja modal bagj sektor pendidikan,
kesehatan, transportasi dan atau infrastruktur yang
tercermin dari realisasi angearan belanja daerah, di mana
alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan
daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran
pelaksanaan tugas pemetintahan maupun untuk fasilitas
publik, namun yang tetjadi selama ini belanja daerah lebih
banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang
produktf (Darwanto dan Yulia Yustikasari 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu
sumber penefimaan daerah yang harus  dipacu
pertumbuhannyayang masuk dalam kategori penetima
PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian
Iaba Usaha Daemah dan Pendapatan Daerah
lainnya.Jumlah PAD yang cukup besar akan sangat

berperan dalam  rencana  peningkatan  kemandirian
Pemerintah Daerah untuk tidak selalu tereantung dari

Pemetintah Pusat.

Dalam  pelaksanaan pembangunan  daerah  di
Indonesia selama ini sumber pembiayaan pembangunan
yang berasal dari Pemetintah Pusat masth memiliki
proporsi yang cukup besar di kebanyakan daerah,
karena sebagian besar pengeluaran Pemerintah Daerah
sckitar dua per tiganya dibiayai dari bantuan dan
sumbangan atau transfer dana dari Pemerintah Pusat.

Masalah ~ keuangan daerah  timbul  karena
ketetbatasan dana  yang dapat dihimpun oleh
Pemerintah Daerah yang bersumber dari PAD untuk
memenuhi  kebutuhankebutuhan ~ dalam  rangka
membangun  daerahnya.  Konsckuensinya adalah
sumber penerimaan daerah yang lain yaitu Transfer
Pemerintah  Pusat (DAU, DAK, DBHP, Hibah)
mempunyai prosentasi yang relatif besar terhadap
Total Penerimaan Daerah. Hal ini juga tegadi di
Propinsi Maluku, khususnya pada Kabupaten Kota
yang menjadi yang menjadi objek penelitian.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk
melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besamya
nilai Pendapatan Asli Daerah yang dapat dicapai oleh
daerah tersebut. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang
refatif kecl akan sulit bagl daerah tersebut untuk
melaksanakan proses penyelengearaan pemerintahan dan
pembangunan secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dati tahun ke tahun
mengalami peningkatan tetapi disertal dengan besamya
tingkat ketergantungan tethadap Transfer Pemerintah
Pusat.

LANDASAN TEORITIS
Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata “autonomy”
dimana “auto” artinya sedia dan “nomy’artinya aturan
atau undang - undang; jadi autonomy artinya hak untuk
mengatur dan memetintah daerah sendifi atas inisiatif
sendit dan kemampuan sendifi dimana hak tersebut
diperoleh dari pemetintah pusat. Dalam ketentuan umum
undang - undang no22 tahun 1999 dan yang di ubah
dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, pengettian otonomi
daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata
proporsional  yang - diwujudkan - dengan - pengaturan,
pembagian dan pemamfaatan sumberdaya nasional serta
serta petimbangan  keuangan pusat dan daerah sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan  dan  keadilan  serta  potensi  dan




Vol XI, No.1, Mei 2017

ISSN 1978-3612

keanekaragaman daerah  yang dilaksanakan dalam
kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa
otonomi daerah adalah  kewenangan daerah otonomi
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendifi berdasarkan aspirasi

masyarakat  sesuai dengan peraturan perundang -
undangan.
Desentralisasi

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU Nomor 33
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, “Desentralisasi
adalah penyerahan wewenang pemetintahan  oleh
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemetintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
(Undang-Undang nomor 32 tahun tahun 2004 tentang
Otonomi Daerah 2004).

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan
schagai suatu proses distrbusi anggaran dari tingkat
pemetintahan yang lebih tingpi kepada pemetintahan yang
lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas
pemerintahan  dan  pelayanan  publik sesuai dengan
banyaknya kewenangan bidang pemefintahan yang
dilimpahkan Saraggh, 2003).

Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian
daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri
tanpa mengeantungkan dii dengan Pemerintah Pusat.
Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1,
“Kebutuhan  fiskal Daerah merupakan  kebutuhan
pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan
dasar umum. “(Undang—Undang Otonomi Daerah
2004).

Keuangan Daerah dan Struktur APBD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang pengelolan kevangan daerah maupun
Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah,
mangatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak
dan kewajban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uvang
termasuk  didalamnya segala  bentuk kekayaan yang
bethubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Definisi  keuangan daerah adalah  kemampuan
Pemerintah Daerah untuk mengawasi daerah untuk

mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan,
mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi betbagai
sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam
rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan
tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam
bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Ketika membicarakan pengelolaan keuangan daerah,
tidak dapat dilepas pisahkan dari pembahasan mengenai
APBD. Oleh karena itu, pembahasan mengenai
manajemen keuangan daerah bertolak dari pembahasan
APBD yang merupakan program ketja Pemetintah
Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disebut APBD menurut UU Nomor 33 Tahun 2004
tentang petimbangan keuangan daerah adalah rencana
keuangan tahunan Pemefintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Menurat Halm dan Damayant; anggaran  adalah
sebuah rencana yang di susun dalam bentuk kuantitatif
dalam satuan moneter untuk satu pefiode dan dalam

jangka waktu satn tahun sedangkan penganggaran
merupakan tahap akfivitas yang mempunyai arti dan
pengendalian, di mana pengangparan itu senditi adalah
proses untuk mempersiapkan suatu angearan yang betisi
pemyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan
refleksi dari aktivitas dan target kineja yang hendak dicapai
selama petiode waktu tertentu.

Sesuat UU Nomor 32 Tahun 204 tentang
Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

petimbangan keuangan, dan PP Nomor 58 Tahun 2005
tentang pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan Daerah

Angoaran  pendapatan daemah  meliputi  semua
penerimaan uang melaluirekening kas umum daerah, yang
menambah ckuitas dana, merupakan hak daerahdalam
satu tahun angearan dan tidak pertu dibayar kembali oleh
daerah, yangdirind menurut urusan pemetintahan daerah,
organisasi, kelompok, jenis, obyekdan rincian obyek
pendapatan. Uraiannya sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut
PAD yaitu:
1) Pajak Daerah;
2) Retribusi Daerah;
3) Laindain PAD yang sah.
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b. Pendapatan Transfer:
1) Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana
Petimbangan::
2) DAU adalah Dana Alokosi Umum
3) DAK adalah Dana Alokast Khusus
4) Transfer Pemerintah Propinsi berupa dana bagi
hasil pajak dan sumber daya alam.
c. Lainain Pendapatan yang Sah, yaitu berupa dana
hibah, dana darurat, lain —lain Pendapatan yang
ditetapkan Pemerintah.

Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah adalah semua pengeluaran
Pemerintah Daerah pada suatu pefiode anggaran yang
meliputi semua pengeluaran dati rekening kas umum
daerah yang mengurangl ekuitas dana, merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah dan
dirind menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan fincian
obyek belanja. Belanja daemah terdii dar  belanja
administrasi umum - (belanja aparatur daerah), belanja
pelayanan publik, dan pembiayaan daerah.

Transfer Pemerintah Pusat KeDaerah

Betbagai literatur mu ekonomi  publik dan
keuangan negara menyebutkan beberapa alasan petunya
dilakukan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke daerah.
Pertama, untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Di
banyak negara, Pemerintah Pusat menguasai sebagian
besar sumbet-sumber penetimaan (pajak) utama negara
yang bersangkutan. Pemetintah Daerah hanya menguasai
sebagian kel sumbersumber penefimaan  negara.
Kekurangan  sumber penefimaan  daerah  relatif
tethadap  kewajibannya ini  akan  menyebabkan
dibutuhkannya transfer dana dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah.

Kedua, untuk mengatasi ketimpangan fiskal
hotizontal. Kemampuan daerah  untuk menghimpun
pendapatan  sangat  bervariasi,  tergantung - kepada
kondisi daerah bersangkutan yang memiliki kekayaan
sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah dengan
intensitas kegiatan ekonomi yang tingef atau fendah.

Ketiga, pertunya dilakukan transfer dana dati pusat ke
daerah adalah adanya kewajban untuk menjaga
tercapainya standar pelayanan minimum di setiap
daerah, antara lain penyediaan layanan kesehatan dan
pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan
masyarakat dafi  kemiskinan. Daerah-dacrah  dengan
sumber daya yang sedikit memertukan bantuan (subsidi)
agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu.

Keempat, untuk mengatasi persoalan yang timbul
dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik
publik di suatu wilayah memiliki “efek menyebar’” (atau
ckstermalitas) ke wilayah-wilayah  lainnya, misalnya
universitas, jalan raya penghubung antar daerah. Namun
tanpa adanya manfaat (dalam bentuk: pendapatan) yang
berarti dani proyek-proyek tersebut, biasanya Pemerintah
Daerah enggan untuk befinvestasi di sini. Karena itu
Pemerintah perlu memberi  semacam  insentif atau
menyerahkan sumber-sumber keuangan agar pelayanan-
pelayanan publik tersebut dapat terpenuhi di daerah.

Kelima, untuk stabilisasi alasan ini jarang
dikemukakan. Transfer dana dapat ditingkatkan oleh
pemetintah ketika aktivitas perekonomian sedang lesu, di
saat lain dikurang] manakala perekonomian borzing Selain
itu transfer ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah
terdorong untuk secara intensif menggali sumber-sumber
penenimaannya, schingea hasilnya menyamai  atau
bahkan melebihi kapasitasnya.

Dengan  kata lain, transfer dimaksudkan
schagai“sarana  edukast” bagi  pemerintah  daerah.
Pemerintah daerah akan mendapat transfer jika upayanya
dalam menggali  sumber-sumber penefimaan  yang
menjadi  kewenangannya sama  atwm  melebihi
kapasitasnya. Sementara daerah tidak akan mendapat
transfer apabila menghasilkan penetimaan yang lebih
rendah dari kapasitas fiskalnya.

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 204 tentang
Petimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan
Keuangan Daetah, yang menyebutkan bahwa:

Dana Alokas:  Khusus, - selamgutmya - disebrit
DAK  adalah  dana yang - beswnber - dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepaca
mendanal - keegatan  Rhusis yang - mempakan
nasional,”

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai
administrasi kegiatan, penyiapan kegiatanfisik, penelitian,
penyusunan tencana dan program, pelaksanaan tender
pengadaan kegiatan fisik, kegfatan penelitian dalam rangka
mendukung pelaksanaan kegjatan fisik, kegiatan petjalanan

Untuk menyatakan komitmen dan tanggung
jawabnya, daerah penerima wajib mengalokasikan dana
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pendamping dalam APBD-nya sebesar minimal
10% dati jumlah DAK yang diterimanya. Untuk daerah
dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan
menyediakan dana pendamping yakni daerah yang selisih
antara  Peneimaan  Umum  APBD  dan  belanja
pegawainya sama dengan nol atau negatif4 Namun,
dalam pelaksanaannyatidak ada daerah penerima DAK
yang mempunyai selish antara Penerimaan Umum
APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau
negatif.

METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek atau lokasi
Provinsi Maluku meliputi satu kota dan dua kabupaten
induk sebelum pemekaran yakni, Kota Ambon,
Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku
Tenggara dengan petiode pengamatan adalah dard Tahun
2003-2013.
Metode Analisis
adalah model regresi data panel dengan menggunakan
metode Commmn Effet Model (CEM), Fixed Efeat Modk!
nantinyamelalui proses analisis yang mendalam  akan
diketahui model mana yang paling tepat untuk digunakan
dalam mengestimasi bentuk persamaan regresi dan
pengolahannya mengeunakan alat bantu software Eviews
dengan model/bentuk persamaan sebagai betikut :

Y=ot BX+ X0+ X5t e )
D miana
Y= DAK
X;=PDRB
Xo=PAD
X = Poplasi
e =amr

Pemilihan Model Panel

Uji Chow (Uji F Statistik)

regresi data panel dengan menggunakan Faxed Elfeat Mode!
(FEM) lebih baik dari model regresi data panel tanpa
vatiabel dummy dengan melihat residval w2 of squares
RSS). Adapun uji F statistknya adalah sebagai betikut
Wi, 2007)
_ RSS1RSS;/m 5
"~ (RSS))/n—k (2)
Keterangan :
RSS7 adalah residual sum of squares teknik tanpa
vatiabel dummy
RS$52 teknik fixed effect dengan vatiabel dummy.
nadalah jumlah obsetvasi
4 adalah jumlah parameter dalam fixed effect

HASIL. DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/Kota  di
Provinsi Maluku

Perumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tengah
dari tahun ke tahun (203-2013) menunjukan adanya tren
peningkatan walaupun tidak sebesar Kota Ambon,
peningkatan ini dikarenakan adanya fokus dari pemerintah
daerah tethadap komoditi unggulan di sektor pertanian
sepetti cengkih, pala, coklat, damar dan juga sector
perikanan berupa ikan tuna, tkan kering, mamput laut,
schingga  sumbangannya  tethadap  peningkatan
perekonomian  Kabupaten Maluku  tengah  cukup

signifikan.
Pertumbuhan  ekonomi di  Kabupaten Maluku

Tengeara dari tahun ke tahun berfluktuasi karena pada
petiode penelitian (2003-2013) banyak sekali perusahaan —
petusahaan besar yang bergerak dalam bidang perkanan
honghang kel chinggn. berdampek pach
perckonomian daerah seperti tercermin pada tabel 1
dibawah ini:

Tabel (1). Petkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2003 —2013

PDRB ADHK
Tahun (juta)
KomAmbon ~ MalTengah  Mal Tenggara
2003 118965525  448(M021 26825339
2004 125786318 46483361 27899902
2005 133596180 48392867 28816095
2006 142196047 50815821 30284898
2007 151161889 53416902 31795073
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2008 1,600,882.70 561,764.00 199,786.00

2009 1,690271.09 592,946.00 209,890.00

2010 1,802,667.73 621,693.00 221,873.00

2011 1,924,72032 06242500 23544500

2012 2089901.53 712571.70 25245435

2013 2,198,557.00 74998791 670,465.56
Petkembangan Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan keuangan daerah mencerminkan
bethasil atau tidaknya suatu daerah dalam menjalankan
otonomi di daemhnya. Jika kemampuan keuangan
daerahnya sangat baik maka pelaksanaan otonomi di
daerah tersebut berhasil dilaksanakan. Sebaliknya apabila
keteroantungan  fiskalnya sangat tinggi maka daerah
tersebut kurang bethasil dalam melaksanakan otonomi di
daerahnya.  Pendapatan ~ Asli  Daerah  pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang menjadi objek
penelian dari tahun ke tahun menunjukan tren
peningkatan  karena daerah  berupaaya keras untuk
menggali sumber — sumber penerimaan baru untuk
mendukung pembangunan di daerah.

Di Kota Ambon, PAD dari tahun selalu mengalami
peningkatan yang besar, hanya pada tahun 2011
mengalami penurunan sebesar 407 persen dard tahun
sebelumnya. Di Kabupaten Maluku Tengah Pendapatan
Asli Daerah selalu mengalami peningkatan, hanya pada
tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup besar
yakni hampir sebesar 100 petrsen sedangkan di kabupaten
Maluku tengeara petkembangan pendapatan asli daerah
dari tahun ke tahun cendrung berfluktuasi dikarenakan
pemetintah  daerah  belum  cepat  tanggap  dalam
mengidentifikasi sektor — sektor potensial sebagai motor
penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya
pengembangan potensi pendapatan sl dacrah seperti
yang terdihat pada grafik 1 dibawah ini:

Grafik (1). Petkembangan PAD Kabupaten/Kota
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Petkembangan Dana Alokasi Khusus

berakunya otonomi daerah, pemetintah kabupaten/kota
diberikan kewenangan untuk mengeelola pemerintahan
dan sumber — sumber penetimaannya sendifi dengan
memanfaatkan  kekayaan sumberdaya alam  yang
dimilkinya schingea dar aspek pendapatan  daerah
ditasakan  cukup untuk membiayaal atau  semua
pengeluaran  atau  belanja  daerah  dalam  rangka
desentralisasi.

Namun dalam kenyataannya selama ini, pemerintah
daerah Kabupaten/Kota masih membutuhkan bantuan

pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran yang
dilakukan seperti tercermin dari transfer pemerintah pusat
berupa DAU, DAK, DBHP dan Hibah. Dalam
penelitian ini, fokus utama tethadap besamya transfer
pemerintah pusat adalah berupa Dana Alokasi Khusus
kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Dibawah
Alokasi Khusus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Maluku:
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Grafik (2). Petkembangan Transfer DAK Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku 203-2013
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Hasil Ui Statistik

Setelah kita melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya
akan dilakukan statistik yakni uji t, uji F, dan uji R2, dimana
kesemuanya ini bertujuan untuk memeriksa dan atau
menguji apakah koefisien regresi yang secara statistik tidak
sama dengan nol dan jika itu terjadi (koefisien slope = ()
maka dapat dikatakan bahwa vatiable bebas tidak

Dengan membandingkan antara nilai thitung dengan
ttabel dengan derajat kebebasan n — k (jumlah observasi
dikurangi jumlah parameter termasuk zzzwpt dalam
model). Apabila nilai thitung lebih besar daripada ttabel,
maka nilai thitung berada pada daerah penolakan HO
schingea keputusannya HO ditolak dan Ha diterima.
Dengan derajat kebabasan n —k atau (33 —4 = 29) dan o

berpengaruh tethadap variable terikat. Uji statistk akan 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 1.699127. Untuk lebih
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : jelasnya tentang besamya nilai statistk  bagi model
individual pada regresi data panel, dapat dilihat pada tabel
Ujit berikut:
Tabel (2). Hasil Uji t Untuk Model Regrest Faxed Elffect
Ditinci sesuai Kabupaten/Kota
Variabel  tuwy Proba  ta  Kesimpul
bilitas an
InPDRB 33442 00038 16991  signifikan
85 27
ILnPAD - 00000 16991  signifikan
10.730 27
55
In 25527 00206 16991  signifikan
Penduduk 63 27

Uji Determinasi (R-squiare)

Untuk melihat kualitas model empiris digunakan uji
koefisien determinasi (R). Nilai koefisien determinasi
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi vatriabel terikat serta pengaruhnya
secara general Semakin besar nilai R® (mendekati 1) berarti
vatiabel-variabel bebas memberikan  hampir  semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi vatiasi
vatiabel terikat.  Dari hasil estimasi regresi panel model
fixed efek di atas, diperoleh nilai R* sebesar 0949755 dan

nilai_Adusted R* sebesar 0905421, Attinya, model yang
digunakan mampu menjelaskan vatiasi vatiable terikat
sebesar 90,54%o dan sisanya 9:46%0 dijelaskan oleh faktor
lain di luar model.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Kesimpulan
Sesual dengan tujuan peneliian untuk melihat

pengaruh  variabel independen  yaitu  pertumbuhan
ekonomi yang diproksi dengan PDRB, Pendapatan Asli
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daerah (PAD) dan jumlah penduduk tethadap variabel
terikat yaitu Dana Alokasi Khusus pada Kota Ambon,
Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku
Tenggara di Provinsi Maluku menunjukan  jika
pendapatan asli daerah itu meningkat maka jumlah
transfer/bantuan pusat berupa Dana Alokasi Khusus
akan menurun sesuai dengan nilai koofisien yang bernilai
negatif yang artinya bila Pendapatan Asli Daerah  naik
maka jumlah bantuan pusat berupa Dana Alokasi Khusus
semakin menurun.

Sedangkan jumlah penduduk memiliki nilai koofisien
adalah positif yang menunjukan bahwa jika jumlah
penduduk itu bertambah maka bantuan pemerintah pusat
berupa Dana Alokasi Khusus juga akan semakin
menigkat. Sedangkan pertumbuhan  ckonomi  yang
diproksi dengan PDRB memiliki nilai koofisien adalah
positif. Hal ini menunjukan bahwa dengan semakin
meningkatnya aktifitas ekonomi di daerah, dibutuhkan
lebih banyak bantuan pusat untuk membiayai semakin
besamya pengeluaran yang dilakukan.

Implikasi

1) Bag pemeninah  propins Maluku, hasl ini
memberkan informasi empitis bahwa besamya
pengeluaran  pemerintah  untuk  membiayai
pembagunan atau menyediakan barang publik sangat
betpengaruh  tethadap  pertumbuban  ekonomi di
propinsi  Maluku, dengan demikian pemetintah
propinsi  Maluku semestinya  dapat melakukan
optimalisasi belanja, khususnya pada belanja rutin yang
dilakukan secara efisien dan efektf agar anggaran
sclebihnya dapat  dikususkan  kepada  belanja
pembangunan sehingea memberikan multiplier efek
yang besar tethadap pertumbuhan ekonomi.

2) Pemetintah  Propinsi Maluku  pedu  lebth
meningkatkan produktivitas investast publik melalui
jenis investasi yang mempunyai pengembalian bersih
tetbesar dan bersifat komplementer tethadap investasi
swasta, dengan cara menggunakan  teknik-teknik
evaluasi proyek namun dengan menambahkan biaya-
biaya serta manfaat-mantaat sosial.

3) Karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
bukan saja memertukan dana dari pemerintah pusat
maupun pendapatan asli daerah, maka pemerintah
Propinst Maluku sebakknya dalam  mengeluarkan
peratauran perundang — undangan terkait dengan
investasi yang menciptakan iklim bisnis pertu dikaji
sedemikian tupa, agar investor tidak enggan
berinvestasi di Propinsi Maluku.
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